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Ketentuan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menganut sistem pembagian harta warisan
menurut hukum Islam (hukum faraid) yaitu 2:1 dimana ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada ahli waris
perempuan namun ada beberapa desa yang menerapkan pembagian warisan 1:1 yaitu baik ahli waris laki-laki maupun perempuan
mendapatkan bagian yang sama rata dan sistem ini telah ditetapkan sebagai hukum Adat di desa tersebut yang mana hal ini
menimbulkan perselisihan diantara ahli waris. Perselisihan ini timbul dikarenakan ahli waris laki-laki tidak setuju dengan
pembagian warisan sama rata yang diinginkan oleh ahli waris perempuan.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sengketa warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten
Bener Meriah dan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan
hukum di dalam masyarakat dan pendekatan kualitatif yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan diteliti dan dipelajari
sebagai sesuatu yang utuh dengan maksud untuk mendapat fakta yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa dalam  pembagian
warisan yaitu faktor ketidakadilan dimana ahli waris perempuan merasa yang paling berperan dalam merawat pewaris, faktor
kesetaraan ekonomi antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan faktor hubungan dan komunikasi antara sesama
ahli waris yang kurang harmonis dalam keluarga tersebut serta faktor pendidikan, selanjutnya menjelaskan mekanisme penyelesaian
sengketa warisan di  Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah pembagian warisan dilakukan dengan dua metode, yakni
dengan mengikuti hukum Islam yang berlaku yaitu hukum faraid atau mengikuti hukum Adat sesuai dengan kesepakatan bersama.
Saran bagi aparatur desa yang menangani sengketa waris di beberapa desa tersebut sekiranya dapat menyelaraskan antara hukum
Islam dan hukum Adat karena hukum Adat yang berlakupun bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dituangkan ke dalam
aturan Qanun Gampong secara tertulis yang apabila nanti terjadi sengketa waris seperti yang ada sekarang ini dapat dilihat
aturannya dan dapat diselesaikan dengan melihat suatu peristiwa yang telah terjadi.
